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I. UMUM

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk
dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan,
penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu,
mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya
perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak
Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang
merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan
Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maka
kepentingan Anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan Anak
yaitu bersumber pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan
hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga
untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak
perlu menunjuk Wali yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang
lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan.
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II

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi
pengaturan mengenai syarat penunjukan Wali, tata cara penunjukan
Wali, berakhirnya Wali, bimbingan dan pengawasan perwalian Anak, serta
pelaporan dan dokumentasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan '"mengelola harta Anak" termasuk
memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi
Anak.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengeluaran barang dari Gudang”
adalah pengeluaran barang yang tidak dalam rangka transaksi

perdagangan.

Pasal 9
Cukup jelas.
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